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Model Case Study
Pembelajaran
Capaian CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

Pembelajaran
CP) I CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-4 Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.

CPL-5 Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum

CPL-6 Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK -1 Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil dan hukum formil dari materi hukum laut internasional

CPMK -2 Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir norma dan peristiwa hukum dalam studi kasus hukum laut internasional
CPMK - 3 Mampu menalar secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menganalisis teori serta praktik hukum laut internasional

CPMK - 4 Mampu mengeksekutoir pemecahan masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum laut internasional

Matrik CPL - CPMK

CPMK CPL-3 CPL-4 CPL-5 CPL-6
CPMK-1 v v

CPMK-2 v
CPMK-3 v

CPMK-4 v

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK Minggu Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CPMK-1 v v
CPMK-2 v v v
CPMK-3 v v v v v v v
CPMK-4 v v v v
Deskripsi Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan perkembangan hukum laut internasional, termasuk rezim hukum zona-zona maritim seperti laut teritorial,

Singkat MK zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan wilayah kawasan. Fokus utama diberikan pada instrumen hukum, yaitu United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai kerangka hukum internasional, serta analisis terhadap hak dan kewajiban negara pantai dan negara
kepulauan. Mahasiswa juga akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa hukum laut internasional, baik melalui jalur negosiasi maupun lembaga
internasional seperti ITLOS dan arbitrase. Perkuliahan dilaksanakan melalui pendekatan studi kasus dan diskusi interaktif.

Pustaka Utama :

United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay

Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.

Kusumaatmadija, M. 2003. Konsepsi hukum negara nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ill. Indonesia: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum,
dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni.

Parthiana, 1. W. 2005. Landas kontinen dalam hukum laut internasional. Indonesia: Mandar Maju.

Arsana, |. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press.

Mauna, B. 2008. Hukum Internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Indonesia: Alumni.

Sodik, D. M. 2014. Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia. Indonesia: Refika Aditama.

Klein, N. 2005. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. New York: Cambridge University Press.

NGO A W~

Pendukung :

https://www.itlos.org/en/main/latest-news/ (ITLOS)
https://www.youtube.com/watch?v=BFOW5v10DUk&list=PL5B3KLQNAC5jCBGW8HV8Ej4idTbRtO5UG&index=12 (HLI 1)
https://www.youtube.com/watch?v=ff-VZXxd 1bQ&list=PL5B3KLQNAC5jCBGW8HV8Ej4id TbRtO5UG&index=13 (HLI 2)
https://www.youtube.com/watch?v=cvKRKud4j7M&list=PL5B3KLQNAC5;CBGW8HV8E}4idTbRtO5UG&index=14 (HLI 3)
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Bantuk Pembelajaran,
Kemampuan akhir Penilaian F!\lletode Pen'?nb?‘lajqran, . : Bobot
: p : ehugasanfianasiswa, Materi Pembelajaran Ak
Mg Ke- | tiap tahPa'G?(n belajar [ Estimasi Waktu] [ Pustaka ] Per(\;}a)lan
(Sub-C ) Indikator Kriteria & Bentuk Luring Daring (online) :
(offline)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) @) (8)
1 Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu Kriteria: ceramah Materi: Hakekat dari Hukum Laut 0%
menjelaskan secara menjelaskan Baik, Cukup, dan Diskusi Internasional
sistematis hakikat pengertian hukum laut Kurang dan Pustaka:
dan ruang lingkup internasional sesuai )
.hL;kum laut | dengan prinsip dasar Bentuk Penilaian : Ianyi https.//www.youtube.com.....................
internasiona Aktifitas Partisipasif Qa)\év go (HLIT)
Materi: Hakekat Hukum Laut
Internasional
Pustaka: Sodik, D. M. 2014. Hukum
laut internasional dan pengaturannya
di Indonesia. Indonesia: Refika
Aditama.
Materi: Hakekat dari Hukum Laut
Internasional
Pustaka: Mauna, B. 2008. Hukum
Internasional: pengertian, peranan,
dan fungsi dalam era dinamika global.
Indonesia: Alumni.
2 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah, Materi: Sejarah dan Perkembangan 0%
mgﬂﬁg‘;zadnaiecara menjelaskan latar 1.Baik jika analisis | Diskusi Hukum Laut Internasional
sistematis sejarah belakang lahirnya logis, sistematis, | dan Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
f]ell'(ta p(?rk?mbangan hukum laut I dan kritis; ]—3”)’2 1999. The Law of the Sea . Britania
ukum lau internasion mam awa . araj
internasional 2.Mt:ha2iss:/aamampu m:ngpeﬂtkan 4 X50 Raya: Manchester University Press.
E:;rf]g'r‘:izw'kas' EZ:SEP t“kum Materi: Sejarah dan Perkembangan
. gan kasus Hukum Laut Internasional
lkonferer?S| konkret atau isu Pustaka:
gﬁ;;{z}s'(%nl\?éLOS L zgﬂi::{;i?n https://www.youtube.comy...... (HLI 1)
II, 1) beserta yang kuat .
hasilnya 2.Cukup jika Materi: UNCLOS |, II, dan llI
3.Mahasiswa analisis cukup Pustaka: https.//www.youtube.comy...
menyusun urutan logis dan cukup (HLI'1)
sejarah dan sistematis, tetapi
perkembangan belum
hukum laut secara sepenuhnya
kronologis dan kritis atau
sistematis mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data/konsep
hukum yang
memadai
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif
3 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah, Materi: Sejarah dan Perkembangan 0%
Eﬁﬂﬁfgsizaélaiecara menjelaskan latar 1.Baik jika analisis | Diskusi Hukum Laut Internasional
sistematis sejarah belakang lahirnya logis, sistematis, | dan Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
serta p?rk?mbangan hukum laut | dan kritis; ]anyi 1999. The Law of the Sea . Britania
ukum lau awa . Verdi
informasonal 2.Ihr;ltaeI:22issISvr;amampu Qangpa;Jitkan 1 X 50 Raya: Manchester University Press.
::;?g'rgig}mkas' ZZ:ZZZ 2:23? Materi: Sejarah dan Perkembangan
konferensi konkret atau isu Hukum Laut ln,temasmnal
internasional aktual dengan Pust.aka: Sqd/k, D. M. 2014. Hukum
penting (UNCLOS |, argumentasi laut internasional dan pengaturannya
11, 1ll) beserta yang kuat di Indonesia. Indonesia: Refika
hasilnya 2.Cukup jika Aditama.
3.Mahasiswa analisis cukup
menyusun urutan logis dan cukup Materi: UNCLOS |, II, dan IlI
sejarah dan sistematis, tetapi Pustaka: https://www.youtube.com...
perkembangan belum (HLI 1)
hukum laut secara sepenuhnya
kronologis dan kritis atau
sistematis mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data’konsep
hukum yang
memadai
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif




Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah | analisa kasus Materi: Zona-Zona Maritim 5%
l”;gggggﬁ";gesrﬁgﬁf mengidentifikasi 1.Baik jika analisis | dan 1x50 Pustaka: United Nation. 1982, United
pembagian zona- dan membedakan logis, sistematis, | Tanya Nations Conventions on the Law of the
zona maritim menurut karakteristik laut dan kritis; Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
UNCLOS 1982, serta teritorial, ZEE, zona mampu kasus di Ba
Wiﬁ%‘ﬁg;’?ﬁm‘;ﬁp tambahan, dan mengaitkan wilayah 4
landas kontinen konsep hukum | laut . -
';ﬁﬁg&‘f.‘;‘;ﬁ”dan hak 2.Mahasiswa mampu dengan kasus | teritorial Materi: Zona-Zona Maritim
berdaulat negara menjelaskan konkret atau isu | 1 X 50 Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
pantai. hubungan antara aktual dengan 1999. The Law of the Sea . Britania
zona maritim argumentasi Raya: Manchester University Press.
dengan kedaulatan yang kuat
dan yurisdiksi 2.Cukup jika Materi: Zona-Zona Maritim
negara pantai analisis cukup Pustaka: Sodik, D. M. 2014. Hukum
3.Mahas!swa mampu logis dan cukup laut internasional dan pengaturannya
mengaitkan sistematis, tetapi di Indonesia. Indonesia: Refika
ketentuan dalam belum Aditama
UNCLOS dengan sepenuhnya .
praktik pengelolaan kritis atau . o
masing-masing mendalam Materi: Delimitasi Batas Laut
zona 3.Kurang jika Antarnegara
4 .Mahasiswa mampu analisis masih Pustaka: Arsana, I. M. A. 2007. Batas
menilai tantangan lemah; maritim antarnegara: sebuah tinjauan
dan konflik hukum penalaran teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah
yang muncul dalam kurang logis Mada University Press.
penetapan batas atau tidak
zona laut didukung oleh
antarnegara data’konsep
hukum yang
memadai
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif
Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah | analisa kasus Materi: Zona-Zona Maritim 15%
lngeggggﬁ';?gesrﬁgﬁ;a mengidentifikasi 1.Baik jika analisis | dan 1x50 Pustaka: United Nation. 1982. United
pegmbagian zona- dan membedakan logis, sistematis, | Tanya Nations Conventions on the Law of the
zona maritim menurut karakteristik laut dan kritis; Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
UNCLOS 1982, serta teritorial, ZEE, zona mampu kasus di Ba
mengkaji implikasi tambahan, dan mengaitkan wilayah Y
hukumnya terhadap landas kontinen konsep hukum zona . .
kedaulatan, 2 h Materi: Zona-Zona Maritim
yurisdiksi, dan hak .Mahasiswa mampu dengan kasus tambahan ) ”
berdaulat negara menjelaskan konkret atau isu | 1 X 50 Pustaka: https://www.youtube.comy...
pantai hubungan antara aktual dengan (HLI 2)
zona maritim argumentasi
dengan kedaulatan yang kuat Materi: Delimitasi Batas Laut
dan yurisdiksi 2.Cukup jika Antarnegara
negara pantai analisis cukup Pustaka: Arsana, I. M. A. 2007. Batas
3.Mahas!swa mampu logis dan cukup maritim antarnegara: sebuah tinjauan
rl:zggﬁjlg(:galam Z:ltjmmat's' tetapi teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah
UNCLOS dengan sepenuhnya Mada University Press.
praktik pengelolaan kritis atau
masing-masing mendalam
zona 3.Kurang jika
4 Mahasiswa mampu analisis masih
menilai tantangan lemah;
dan konflik hukum penalaran
yang muncul dalam kurang logis
penetapan batas atau tidak
zona laut didukung oleh
antarnegara data/konsep
hukum yang
memadai
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif
Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah Materi: Konsep Negara Kepulauan 0%
P;eiggggr?"s?gesrﬁgﬁga menjelaskan definisi 1.Baik jika analisis | dan Pustaka: Kusumaatmadja, M. 2003.
kognsep negara negara kepulauan logis, sistematis, | Tanya Konsepsi hukum negara nusantara
kepulauan dalam dan dasar dan kritis; Jawab pada Konferensi Hukum Laut Ill.
tlé’;‘rr?;_souﬁ 1982, g"‘k”mnya sesual mampu 4X50 Indonesia: Pusat Studi Wawasan
- asal 46-53 mengaitkan
karakteristik, hak, dan UNCLOS konsep hukum Nusantara, Hukum, dan

kewajibannya, serta
implikasinya terhadap
kedaulatan di laut.

2.Mahasiswa mampu
membandingkan
konsep negara
kepulauan menurut
UNCLOS dengan
konsep negara
maritim

3.Mahasiswa mampu
menguraikan ciri-
ciri, hak, dan
kewajiban negara
kepulauan serta
membandingkannya
dengan negara
pantai

4 Mahasiswa mampu
menilai posisi
Indonesia sebagai
negara kepulauan

dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data/konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Pembangunan bekerjasama dengan
Penerbit P.T. Alumni.

Materi: Konsep Negara Kepulauan
Pustaka: Mauna, B. 2008. Hukum
Internasional: pengertian, peranan,
dan fungsi dalam era dinamika global.
Indonesia: Alumni.

Materi: Karakteristik dan Perbedaan
Negara Kepulauan dan Negara Pantai
Pustaka: Sodik, D. M. 2014. Hukum
laut internasional dan pengaturannya
di Indonesia. Indonesia: Refika
Aditama.

Materi: Konsep Negara Kepulauan
Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
1999. The Law of the Sea . Britania
Raya: Manchester University Press.




Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah Materi: Konsep Negara Kepulauan 10%
Ir:)]eir;gg:r?hs?gesrﬁgﬁga menjelaskan definisi 1.Baik jika analisis | dan Pustaka: Kusumaatmadja, M. 2003.
kognsep negara negara kepulauan logis, sistematis, | Tanya Konsepsi hukum negara nusantara
kepulauan dalam dan dasar dan kritis; Jawab pada Konferensi Hukum Laut Ill.
UNCLOS 1982, hukumnya sesuai mampu 4X50 Indonesia: Pusat Studi Wawasan
termasuk Pasal 46-53 mengaitkan :
karakteristik, hak, dan Nusantara, Hukum, dan
kewajibannya, serta UNCLOS konsep hukum Pemb reri
implikasinya terhadap |  2-Mahasiswa mampu dengan kasus embangunan bekerjasama dengan
kedaulatan di laut. membandingkan konkret atau isu Penerbit P.T. Alumni.
konsep negara aktual dengan
kepulauan menurut argumentasi Materi: Konsep Negara Kepulauan
UNCLOS dengan yang kuat Pustaka: Mauna, B. 2008. Hukum
konsep negara 2-CUKHP jika Internasional: pengertian, peranan,
maritim analisis cukup dan fungsi dalam era dinamika global.
3.Mahasiswa mampu logis dan cukup Indonesia: Alumni.
menguraikan ciri- sistematis, tetapi
Egtvzj?gér?ir;gara :Zgjemnuhnya Materi: Karakteristik dan Perbedaan .
kepulauan serta Kritis atau Negara Kepulguan dan Negara Pantai
membandingkannya mendalam Pustaka: Sodik, D. M. 2014. Hukum
dengan negara 3.Kurang jika laut internasional dan pengaturannya
pantai analisis masih di Indonesia. Indonesia: Refika
4 Mahasiswa mampu lemah; Aditama.
menilai posisi penalaran
Indonesia sebagai kurang logis Materi: Konsep Negara Kepulauan
negara kepulauan atau tidak Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
didukung oleh 1999. The Law of the Sea . Britania
datarkonsep Raya: Manchester University Pre
hukum yang va: y Fress.
memadai
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif
Ujian Sub Sumatif Mahasiswa mampu Kriteria: Ceramah Materi: Rerensi Wajib 15%
B"%gJaWﬁb pertanyaan 1.Baik jika analisis | dan Pustaka: United Nation. 1982. United
logis, sistematis, | Tanya Nations Conventions on the Law of the
dan kritis; Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
mampu 4 X 50 Bay
mengaitkan
konsep hukum
dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data/konsep
hukum yang
memadai
Bentuk Penilaian :
Tes
Zona Ekonomi 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah, Materi: Laut Lepas dan Wilayah 0%
Eksklusif menjelaskan 1.Baik jika analisis | presentasi Kawasan
konsep kebebasan logis, sistematis, | dan Pustaka: United Nation. 1982. United
laut lepas dan dan kritis; Tanya Nations Conventions on the Law of the
karakteristik hukum mampu Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
wilayah kawasan mengaitkan 2X50

2.Mahasiswa mampu
menganalisis
prinsip common
heritage of mankind
dan perbedaannya
dengan kebebasan
laut lepas

3.Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
yurisdiksi negara
dan peran lembaga
internasional seperti
ISA di wilayah
kawasan

konsep hukum
dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data’konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Bay

Materi: Laut Lepas dan Wilayah
Kawasan

Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
1999. The Law of the Sea . Britania
Raya: Manchester University Press.

Materi: Prinsip common heritage of
mankind

Pustaka: https.//www.youtube.com...
(HLI 2)




10 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah, Materi: Konsep Hak Lintas Kapal 0%

mﬁgﬁggg'fg} isseﬁgLa menjelaskan secara 1.Baik jika analisis | presentasi Asing
lintas kapal asing tepat definisi dan logis, sistematis, | dan Pustaka: United Nation. 1982. United
menurut UNCLOS dasar hukum dan kritis; Tanya Nations Conventions on the Law of the
1982, termasuk hak masing-masing hak mampu Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
lintas damai, hak lintas kapal asing mengaitkan kasus Ba
::m:: gﬁ‘m‘gh?an hak 2.Mahasiswa mampu konsep hukum Landas y

menganalisis dengan kasus Kontinen . )
Ir;eé)#lél:r?gihzekgﬁ perbgdaan dan konlgret atauisu |2 X 50 Mqterl: Konsep Hak Lintas Kapal
ruang lingkup, batasan hukum aktual dengan Asing )
batasan, dan syarat antara lintas damai, argumentasi Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
pelaksanaannya lintas transit, dan yang kuat 1999. The Law of the Sea . Britania
yurisdiksi negara alur laut kepulauan 2.Cukup jika Raya: Manchester University Press.
pantai dan negara 3.Mahasiswa mampu analisis cukup
kepulauan membandingkan logis dan cukup Materi: Perbandingan Tiga Hak Lintas

hak lintas dari sistematis, tetapi Pustaka: Parthiana, I. W. 2005.

aspek lokasi, belum Landas kontinen dalam hukum laut

subjek, dan se_penuhnya internasional. Indonesia: Mandar Maju.

pembatasan kritis atau

4.F£/Tal?12?s?:vtznr:§npu 3.?3:::13?}::(; Materi: Perbandingan Tiga Hak Lintas

menilai kesesuaian analisis masih Pustaka: hitps://www.youtube.com...

kebijakan lemah; (HLI 2)

penetapan alur laut penalaran

kepulauan dengan kurang logis

prinsip-prinsip atau tidak

hukum laut didukung oleh

internasional data’konsep

5.Mahasiswa mampu hukum yang

membandingkan memadai

praktik penetapan

alur laut kepulauan | Bentuk Penilaian :

serta Aktifitas Partisipasif

mengidentifikasi

tantangan

hukumnya

1 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: Ceramah, Materi: Konsep Hak Lintas Kapal 5%

Eﬁgggzias"f:msseﬁg&a menjelaskan secara 1.Baik jika analisis | presentasi Asing
|imaslkapaj| asing tepat definisi dan logis, sistematis, | dan Pustaka: United Nation. 1982. United
menurut UNCLOS dasar hukum dan kritis; Tanya Nations Conventions on the Law of the
1982, termasuk hak masing-masing hak mampu Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
::2}:: ?rgrr?s‘:?tl’ g:ﬁ hak lintas kapal asing mengaitkan kasus Bay
lintas alur laut 2.Mahasisvx|/'almampu I;onsep r}lukum Ikan(t:!as

menganalisis engan kasus ontinen i )
',fé’#'é‘;‘ﬁ&;@i’;ﬁ perbedaan dan konkret atau isu | 2 X 50 Materi: Konsep Hak Lintas Kapal

ruang lingkup,
batasan, dan syarat
pelaksanaannya
dalam konteks
yurisdiksi negara
pantai dan negara
kepulauan

batasan hukum
antara lintas damai,
lintas transit, dan
alur laut kepulauan

3.Mahasiswa mampu
membandingkan
hak lintas dari
aspek lokasi,
subjek, dan
pembatasan
pelaksanaannya

4 Mahasiswa mampu
menilai kesesuaian
kebijakan
penetapan alur laut
kepulauan dengan
prinsip-prinsip
hukum laut
internasional

5.Mahasiswa mampu
membandingkan
praktik penetapan
alur laut kepulauan
serta
mengidentifikasi
tantangan
hukumnya

aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data’konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Asing

Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
1999. The Law of the Sea . Britania
Raya: Manchester University Press.

Materi: Perbandingan Tiga Hak Lintas
Pustaka: Parthiana, I. W. 2005.
Landas kontinen dalam hukum laut
internasional. Indonesia: Mandar Maju.

Materi: Perbandingan Tiga Hak Lintas
Pustaka: https.//www.youtube.com...
(HLI2)




12 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: presentasi Materi: Prinsip-prinsip Hukum 0%
menerlapkan prosedur menjelaskan jalur 1.baik jika mampu | dan Penyelesaian Sengketa Laut
ggggﬁ;:afﬁllum laut penyelesaian menjawab Tanya Internasional
internasional sengketa semua soal Jawab Pustaka: Klein, N. 2005. Dispute
berdasarkan berdasarkan Pasal dengan benar 8 X 50 Settlement in the UN Convention on
%l;lghjiolsﬂtggasuk 279-287 UNCLOS 2.cukup the Law of the Sea. New York:
arbitrase, maupun 2.Mahasiswa mampu Jlkamampu Cambridge University Press.
jalur negosiasi, serta membedakan menjawab
mampu menyusun kompetensi ITLOS, sebagian besar . .
solusi hukum arbitrase, dan ICJ soal dengan Materi: Penyelesaian Sengketa
terhadap kasus-kasus dalam konteks benar Hukum Laut Internasional
g?gﬁrfér?tea%aflrgan hukum laut 3.kurang jika Pustaka: https://www.youtube.com...
sesuai dengan internasional mampu (HLI 3)
yurisdiksi yang 3.Mahasiswa mampu menjawab
berlaku menilai kelebihan sebagian kecil Materi: Mekanisme Penyelesaian

dan kekurangan soal dengan Sengketa Hukum Laut Internasional
lembaga benar Pustaka: United Nation. 1982. United
penyelesaian Nations Conventions on the Law of the
sengketa laut Bentuk Penilaian : Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
berdasarkan studi | Aktifitas Partisipasif B
ay

kasus

4'22:;3;‘?’;%3?\2% Ma}:eri: If’enylelesaiar_1 Selngketa
hukum dan ukum Laut nterr]1asnona
menyarankan Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
penyelesaian 1999. The Law of the Sea . Britania
sengketa laut Raya: Manchester University Press.
melalui mekanisme
yang tepat

5.Mahasiswa
menunjukkan kerja
sama tim,
argumentasi hukum
yang logis dan
kemampuan
menjawab
pertanyaan kritis

13 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: presentasi Materi: Penyelesaian Sengketa 10%
menerlapkan prosedur menjelaskan jalur 1.Baik jika analisis | dan Hukum Laut Internasional
Fs)ee%ﬁ;:aﬁmum laut penyelesaian logis, §i§temalis, Tanya Pustaka: Arsana, I. M. A. 2007. Batas
gne(;nasicl)(nil Eené!ketak oacal dan kritis; ;3)‘2’;3 maritim antarnegara: sebuah tinjauan

erdasarka erdasarkan Pasa mampu i idi ia: Gai
UNCLOS, termasuk 279-287 UNCLOS mengpaitkan teknis dar'l yur{d/s. Indonesia: Gajah
melalui ITLOS, Mada University Press.

arbitrase, maupun
jalur negosiasi, serta
mampu menyusun
solusi hukum
terhadap kasus-kasus
konkret secara
argumentatif dan
sesuai dengan
yurisdiksi yang
berlaku

2.Mahasiswa mampu
membedakan
kompetensi ITLOS,
arbitrase, dan ICJ
dalam konteks
hukum laut
internasional

3.Mahasiswa mampu
menilai kelebihan
dan kekurangan
lembaga
penyelesaian
sengketa laut
berdasarkan studi
kasus

4 Mahasiswa mampu
menyusun argumen
hukum dan
menyarankan
penyelesaian
sengketa laut
melalui mekanisme
yang tepat

5.Mahasiswa
menunjukkan kerja
sama tim,
argumentasi hukum
yang logis dan
kemampuan
menjawab
pertanyaan kritis

konsep hukum
dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data/konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka: Klein, N. 2005. Dispute
Settlement in the UN Convention on
the Law of the Sea. New York:
Cambridge University Press.

Materi: Penyelesaian Sengketa
Hukum Laut Internasional

Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
1999. The Law of the Sea . Britania
Raya: Manchester University Press.

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka: United Nation. 1982. United
Nations Conventions on the Law of the
Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
Bay

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka: https.//www.youtube.comy...
(HLI 3)




14 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: presentasi Materi: Penyelesaian Sengketa 0%
menerlapkan prosedur menjelaskan jalur 1.Baik jika analisis | dan Hukum Laut Internasional
ggggﬁgzaﬁiuum laut penyelesaian logis, sistematis, | Tanya Pustaka: Arsana, I. M. A. 2007. Batas
Ete&nasi?(nal ks)enc?ketak Pacal dan kritis; ga)‘("’gg maritim antarnegara: sebuah tinjauan

erdasarkan ; i in- Gai
UNCLOS, termasuk Zgrg_azsga; S;CES% ::nmgp;tkan teknis dallv yurl'd/s. Indonesia: Gajah
melalui ITLOS, 2.Mahasiswa mampu konsep hukum Maaa University Press.
?ﬁb'ﬁrﬁjebgfj‘s“ipggna .membedakan dengan kasus
Jrzriwlljmpugmenyu‘sun kompetensi ITLOS, konkret atau isu Materi: Mekanisme Penyelesallan
solusi hukum arbitrase, dan ICJ aktual dengan Sengketa Hukum Laut Internasional
terhadap kasus-kasus dalam konteks argumentasi Pustaka: Klein, N. 2005. Dispute
g?gﬁrfér?tea%aflrgan hukum laut yang kuat Settlement in the UN Convention on
sesuai dengan internasional 2.Cukup jika the Law of the Sea. New York:
yurisdiksi yang 3.Mahasiswa mampu analisis cukup Cambridge University Press.
berlaku menilai kelebihan logis dan cukup
dan kekurangan sistematis, tetapi Materi: Penyelesaian Sengketa
lembaga belum Hukum Laut Internasional
penyelesaian sepenuhnya Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
sengketalaut kritis atau 1999. The Law of the Sea . Britania
berdasarkan studi mendalam i X .
Kasus 3 Kurang jika Raya: Manchester University Press.

4 Mahasiswa mampu analisis masih ) i .
menyusun argumen lemah; Materi: Mekanisme Penyelesallan
hukum dan penalaran Sengketa Hukum Laut Internasional
menyarankan kurang logis Pustaka: United Nation. 1982. United
penyelesaian atau tidak Nations Conventions on the Law of the
sengketa laut didukung oleh Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
melalui mekanisme data’konsep Bay
yang tepat hukum yang

S.Mahasiswa memadai Materi: Mekanisme Penyelesaian
Z;er::':;;kka” kerja Bentuk Penilaian : Sengketa Hukum Laut Internasional
argumentasi hukum | Aktifitas Partisipasif ?:let;;(a hitps://www.youtube.com...
yang logis dan
kemampuan
menjawab
pertanyaan kritis

15 Mahasiswa mampu 1.Mahasiswa mampu | Kriteria: presentasi Materi: Penyelesaian Sengketa 10%
menerapkan prosedur menjelaskan jalur 1.Baik jika analisis | dan Hukum Laut Internasional
ggggﬁgzaﬁﬂum laut penyelesaian logis, §i§tematis, Tanya Pustaka: Arsana, I. M. A. 2007. Batas
Ete&nasi()knal Eendgketak bacal dan kritis; ga)‘:’gg maritim antarnegara: sebuah tinjauan

erdasarkan ; i o Gai
UNCLOS, termasuk 23;_?;; SITICI?SZ ::nmgp;tkan teknis dar'7 yur{d/s. Indonesia: Gajah
melalui ITLOS, Mada University Press.

arbitrase, maupun
jalur negosiasi, serta
mampu menyusun
solusi hukum
terhadap kasus-kasus
konkret secara
argumentatif dan
sesuai dengan
yurisdiksi yang
berlaku

2.Mahasiswa mampu
membedakan
kompetensi ITLOS,
arbitrase, dan ICJ
dalam konteks
hukum laut
internasional

3.Mahasiswa mampu
menilai kelebihan
dan kekurangan
lembaga
penyelesaian
sengketa laut
berdasarkan studi
kasus

4 Mahasiswa mampu
menyusun argumen
hukum dan
menyarankan
penyelesaian
sengketa laut
melalui mekanisme
yang tepat

5.Mahasiswa
menunjukkan kerja
sama tim,
argumentasi hukum
yang logis dan
kemampuan
menjawab
pertanyaan kritis

konsep hukum
dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan
argumentasi
yang kuat
2.Cukup jika
analisis cukup
logis dan cukup
sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data’konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka: Klein, N. 2005. Dispute
Settlement in the UN Convention on
the Law of the Sea. New York:
Cambridge University Press.

Materi: Penyelesaian Sengketa
Hukum Laut Internasional

Pustaka: Churchill, R. R., Lowe, A. V.
1999. The Law of the Sea . Britania
Raya: Manchester University Press.

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka: United Nation. 1982. United
Nations Conventions on the Law of the
Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
Bay

Materi: Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut Internasional
Pustaka:
https.//www.youtube.comy...... (HLI 3)

Materi: Analisis Kasus
Pustaka: https://www.itlos.org/...
(ITLOS)
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arbitrase, maupun
jalur negosiasi, serta
mampu menyusun
solusi hukum
terhadap kasus-kasus

yurisdiksi yang
berlaku

konsep hukum
dengan kasus
konkret atau isu
aktual dengan

konkret secara argumentasi
argumentatif dan yang kggt
sesuai dengan 2.Cukup jika

analisis cukup
logis dan cukup

Mahasisvlza mampl::l Mahasi.svizlf ke Kriteria: presentasi Materi: Referensi Wajib

menerapkan prosedur | menunjukkan kerja ‘Baik il isis | d . Unii i i
penyelesaian sama fim, argumentasi 1 Ilieuil; ngtgrr;aallt?és Téai:ya Pus'taka. Un/ted.Nat/on. 1982. United
sengketa hukum laut hukum yang logis dan 9IS, S g Nations Conventions on the Law of the
internasional kemampuan menjawab dan kritis; Jawab Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego
berdasarkan pertanyaan kritis mampu 8 X 50 B

UNCLOS, termasuk mengaitkan ay

melalui ITLOS,

sistematis, tetapi
belum
sepenuhnya
kritis atau
mendalam
3.Kurang jika
analisis masih
lemah;
penalaran
kurang logis
atau tidak
didukung oleh
data’konsep
hukum yang
memadai

Bentuk Penilaian :
Tes

30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No | Evaluasi Persentase
1. | Aktifitas Partisipasif 55%
2. | Tes 45%
100%
Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari
sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap
bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-
indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa
kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning,
Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian
sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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